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PERATURAN BUPATI NUNUKAN 
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TENTANG  
 

  PENATAAN SISTEM TRANSPORTASI   

DI KABUPATEN NUNUKAN 

 BUPATI NUNUKAN 

Menimbang       : a. bahwa sebagian urusan perhubungan yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah, khususnya 

dibidang transportasi belum terlaksana, dan tertata 

dengan baik, sehingga pelaksanaan sistem 

tranportasi belum berjalan dengan optimal;  

b. bahwa untuk mewujudkan sistem transportasi yang 

terintegrasi Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten 

Nunukan,  perlu dilakukan Penataan Sistem 

Transportasi yang terkoneksi antar moda di 

Kabupaten Nunukan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang 

Penataan Sistem Transportasi di Kabupaten 

Nunukan. 
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Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 

Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3962); 

 

 



2. Undang-Undang  Nomor  22   Tahun   2009    

tentang  Lalu Lintas  dan Angkutan  Jalan 

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2009   

Nomor  96,  Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5025); 

 

  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran   Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4849); 
 

  
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran   Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 

tentang Angkutan di Perairan (Lembaran   Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor  22 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan 

(Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5208); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis 

Dampak, serta Manajemen Ketertiban Lalu Lintas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5221); 

 



9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79   Tahun  2013  

tentang Jaringan  Lalu   Lintas   dan  Angkutan  

Jalan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Nomor 

5468); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74  Tahun 2014 

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5594); 

 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Izin Usaha Perusahaan Pelayaran, Izin 

penunjang angkutan laut, Izin Angkutan Sungai, 

Danau dan Penyeberangan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun 2005 Nomor 03 Seri E 

Nomor 02); 

 

MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan :  PENATAAN SISTEM TRANSPORTASI DI KABUPATEN 

NUNUKAN 
 

 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nunukan; 

2. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan; 

3. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan 

Perhubungan; 

4. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa 

angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,  serta  

lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal; 

5. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu  

kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang; 

6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke  

tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan; 

7. Angkutan diperairan adalah kegiatan mengangut dan/atau memindahkan 

penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal; 

 

 

 



8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang 

digerakan dengan tenaga angina, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik 

atau ditunda, termasuk kerdaraan yang berdaya dukung dinamis, 

kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan 

terapung yang tidak berpindah-pindah; 

9. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa 

angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; 

10. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk 

angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran; 

11. Angkutan perkotaaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain 

dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek; 

12. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain 

dalam  satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek 

angkutan perkotaan; 

13. Alur pelayaran adalah perairan yang darisegi kedalaman, lebar, dan bebas 

hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari; 

14. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan 

ke pelabuhan lainnya; 

15. Motoris adalah seseorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan tertinggi 

dikapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

 

Pasal 2 

(1) Penataan Sistem Transportasi  yang ditetapkan meliputi trayek angkutan 

perairan dan angkutan darat; 

(2) Penetapan Sistem Transportasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

 

Pasal 3 

(1) Jenis moda angkutan yang digunakan untuk melayani masing masing 

trayek tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati 

(2) Jumlah armada pada masing – masing trayek ditentukan sesuai 

kebutuhan Oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan 

Perhubungan. 

 

Pasal 4 

(1) Untuk masing-masing jaringan trayek, pada setiap angkutan dilengkapi 

dengan kode trayek dan posisi penempatan Kode trayek. 

(2) kode trayek pada moda angkutan akan ditetapkan dengan keputusan 

Kepala Dinas 

 

 



Pasal 5 

Setiap jenis angkutan yang dioperasikan harus memenuhi ketentuan 

peraturan perundang – undangan  yang berlaku. 

 

Pasal 6 

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan ini secara 

administrasi dan teknis ditugaskan kepada perangkat daerah yang 

membidangi urusan perhubungan 

 

Pasal 7 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan. 

 

Pasal 8 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Nunukan. 

 

                                                                            
 Ditetapkan di Nunukan                                                                           

Pada tanggal 31 Mei 2018                     

 
 

BUPATI NUNUKAN, 
 

            ttd 
 

ASMIN LAURA HAFID 
 
Diundangkan di Nunukan 

Pada tanggal 6 Juni 2018  
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, 

                  ttd 

            SERFIANUS 

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 27 

 
 


